BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

~ KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 31 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2002
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA :

NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG -
KETENTUAN PELAKSANAAN

'PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim,

dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan Peraturan :

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 dengan Keputusan Kepa!a Badan
- Kepegawaian Negara :

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3879);

I

.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran
' Negara Nomor 3327); |

; 'Undang-undang Nofnor 5 Tahun 1986 tentang Peraditan Tata Usaha

Negara (Lembaran Negara: Tahun 1986 - Nomor 77, Tambahan

" Lembaran Negara Nomor 3344)

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3400);



Menetapkan

2

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor.1_1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

10.

11.

26 Tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji

Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan
Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4014},

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor.
196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Tabhun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4193),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Jabatan dan Pangkat Hakim (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4215},

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan
Hakim; '

MEMUTUSKAN::

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN:NEGARA:TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
41 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT |

HAKIM.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2002
tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim adalah sebaga:mana

tersebut dalam Lampiran | Keputusan ini.
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Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilam;ﬁirkan salinan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan

dan Pangkat Hakim sebagaimana tersebut dalam Lampiran - ||
Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan agar

ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk
mendapat penyelesaian.

Pasal 4

Pada saat berlakunya_Keputusan ini, ketentuan mengenai kenaikan

jabatan dan pangkat Hakim yang bertentangan dengan Keputusan ini,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai

daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2002. '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2002

===y, KEPALA
BROEREREGAWAIAN NEGARA
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LAMPIRAN | KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :31 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 Nopember 2002

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

PENDAHULUAN

ALUMUM

1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Pejabat Negara terdiri atas
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung,
serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.

Hakim pada Badan Peradilan adalah Hakim yang berada di lingkungan Peradilan
Umum Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Militer, dan Peradilan Agama.

. Berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

tentang Kenaikan | Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dinyatakan bahwa
kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

. Datam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dinyatakan bahwa

- kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengang-
katannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan .dé_l,_,'gx__‘m_bata_s jenjang
pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Jabatan tertentu yang kewenangan pengangkatannya dltetapkan dengan
Keputusan Presiden misalnya Hakim Pengadilan.

. Selanjutnya, dalam Pasal 14 Peraturan Pemeriht-ah--Nom@f 99 Tahun 2000

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
disebutkan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana c_lirjuakgud dalam Pasal 9 huruf b,
kenaikan pangkatnya diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.
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5. Sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas telah ditetapkan

' Pératuran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan "Jabatan dan
Pangkat Hakim.

6. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tersebut perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai petunjuk
pelaksanaannya.

. TUJUAN

- Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi pejabat yang berwenang
untuk menjamin kelancaran dalam penetapan dan pemberian kenaikan jabatan dan

pangkat Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan
Peradilan Agama.

. PENGERTIAN

"Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hakim adalah Hakim di Iingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim wyang«dipekerakan=untuk=tugas
peradilan @ustisial).

2. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding

di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradiian
Agama. : '

3. Pimpinan Pengadilan adalah Hakim yang diberi tugaé tambahan sebagai

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.

4. Jabatan adalah jabatan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata

Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang Hakim

yang digunakan sebagai dasar penggajian.

6. Kenaikan jabatan dan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada

Hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdiannya terhadap Negara.

7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan

pangkat Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Il NAMA, SUSUNAN, DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT. GOLONGAN RUANG}
HAKIM %

1. Nama dan susunan jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim dari yang tertinggi'i: :
sampai dengan terendah adalah sebagai berikut :

N®. S JABATAN ‘ | PANGKAT G‘%ﬂ}'\%m
1 3 3 4
1 Hakim Utama Pembina Utama iVie
2 Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya v/d »
3 Hakim Madya Utama Pembina Utama Muda Vic 6
4 Hakim Madya Muda Pembina Tingkat | V/b j
5 Hakim Madya Pratama Pembina N/a ’
6 Hakim Pratama Utama Penata Tingkat | /g *
7 Hakim Pratarma Madya Penata : /e 4
8 Hakim Pratama Muda Penata Muda Tingkat | ' Hifb f
9 Hakim Pratama | Penata Muda ' iifa :

2. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim di Iingkun\;gan Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG
TINGKAT |
ER ERTINGGI !
NO 1 pENGADILAN TERENDAH T
Goi. ' Gol. |
Jabatan Pangkat Ruang Jabatan . Pangkat Ruang
1 2 3 4 5 6 7 8 i
1. | Pengadilan Hakim Madya Pembina V/b Hakirﬁ Utama ‘Pembina Ve
Tinggi Muda Tingkat | . Utama
2. | Pengadilan Hakim Pratama | Penata Hifd Hakim Utama Pembina Ivid
Kelas 1A/ Utama Tingkat | Muda - Utama
Kelas | TUN Madya
3. | Pengadilan Hakim Pratama | Penata e gakim Madya S?mbiﬂa IVic
Kelas IB tama ama
Madya _ Muda
4. | Pengaditan Hakim Pratama | Penata 1a Hakim Madya Pembina Wic
Keélas || TUN Muda Utama Utama
Muda
5. | Pengadilan Hakim Pratama | Penata Nfa Hakim Madya Pembina Vb
Keias I Muda Muda Tingkat |
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a. Sebelum dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I, maka jenjang
jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim pada Pengadilan. Tata Usaha
Negara Kelas | dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah Hakim
Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang llifa sampai dengan Hakim
Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.

b. Jenjang jabatan dan pangkat Hakim yang dipekerjakan sebagai Hakim justisial
pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung adalah jenjang jabatan dan
pangkat pada Pengadilan dimana yang bersangkutan terakhir bertugas sebagai
Hakim.

Contoh 1 :

Sdr. SOEDARSIH, SH Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat | golongan
ruang lll/d dipekerjakan sebagai Hakim justisial pada Pengadilan Tinggi.
Sebelumnya yang bersangkutan Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas {I. Dalam
hal demikian jenjang jabatan dan pangkatnya adalah setinggi-tingginya sampai
dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang [V/b.

P
R

rtire he bt T

Contoh 2 :

i Sdr. SOETANTO, SH Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | golongan
§ ruang IV/b dipekerjakan sebagai Hakim justisial pada Mahkamah Agung.
Sebelumnya yang bersangkutan Hakim pada Pengadilan Tinggi. Dalam hal

demikian jenjang jabatan dan pangkatnya adalah setinggi-tingginya sampai

an dengan Hakim Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang iV/e.
3. Jenjang jabatan, pangkat, dan- golongan ruang Pimpinan Pengadilan adalah
sebagai berikut :
JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG
PIMPINAN PENGADILAN
NO PIMPINAN
hi. PENGADILAN TERENDAH TERTINGG!
aNg
E GOoL/ GOoL/
; ; JABATAN PANGKAT RUANG JABATAN PANGKAT RUANG
e e e S - I . S R D - o e
. i Hakim . . .
Ketua/Wakil Ketua : Hakim Pembina
1. ) Madya Pembina V/a . Vb
d Pengadilan Kelas i Pratama Madya Muda Tingkat I‘
KetuaWakil Ketua Hakim . Hakim .
2. | Pengaditan Kefas LB/ | Madya | "orPme | b Madya | omona | v
3 Kelas Il TUN Muda g Utama
| Ketuaiwakil Ketua Hakim Pembina Hakim Pernbina
I 3. { Pengadilan Kelas Madya Utama Vic Utama Muda Utama Iv/d
c | 1.A/Kelas | TUN Utama Muda Madya
B
' Ketua/Wakil Ketua . )
] - Pengadilan Tinggy Hakim Permbina Hakim Pembina
b 4, . L o Utama Utama Vid Wie
f Pengadilan Tinggi Utama Utama
Muda Madya .
TUN
L




PENGANGKATAN HAKIM SEBAGAI PIMPINAN PENGADILAN
1.

i

8

e

b

]

Hakim dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan apabila telah mendudukiﬁ%}
jabatan dan pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah Jenjang v
jabatan dan pangkat yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan. ﬁ.

Conioh 1:

Seorang Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat | golongan ruang Ill/d,_‘i@
dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas |l. :

Contoh 2 : o
Seorang Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dapati
diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas | B.

Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diangkat sebagai F’impinan_‘
Pengadilan Tingkat Pertama yang kelasnya setingkat debih tinggi, apabila,
sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki Pimpiran Pengadilan Tingkat
Pertama tersebut. : :

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Pimpinan Pengadilan yang kelasnya“
setingkat lebih tinggi, umparmanya dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas Il
menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas | B atau dari Pimpinan Pengadilan:
Negeri Kelas | B menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas | A. :

Masa 2 {dua) tahun dalam ketentuan ini dihitung sejak yang bersangkutan dilan_tikff
sebagai Pimpinan Pengadilan bagi Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan;
Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002. '

Contoh 1 ;

Seorang Hakim dilantik sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadllan Negeri Kelas’
Il pada tanggal 1 Agustus 2002, maka yang bersangkutan baru dapat dlangkat
sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Kelas | B apabila sekurang—
kurangnya telah 2 {dua) tahun menduduki Pimpinan Pengadtlan Kelas [l, yaitu 1
Agustus 2004. '

Contoh 2 :

Seorang Hakim dilantik untuk menduduki Pimpinan Pengadilan sebagai Ketua .
atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas | B pada tanggal 17 Oktober 2002,
maka yang bersangkutan baru dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua
Pengadilan Kelas | A apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mendudukifif
Pimpinan Pengadilan Kelas | B, yaitu 17 Oktober 2004. ;
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,V KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM
‘ A Masa Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

1 Masa kenaikan Jabatan dan pangkat Hakim dltetapkan tanggal 1 April. dan1
Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan jabatan dan pangkat anumerta dan
pengabdian:

2. Masa kerja untuk kenaikan jabatan dan pangkat pertama Hakim dihitung sejak
pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai calon
Hakim, atau masa dalam pangkat terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B. Pemberian Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim -

1. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim diberikan kepada Hakim yang berprestaéi

i’f

inan,, kerja dan memenuhi syarat lainnya.
ablla' Yang dimaksud dengan syarat lainnya misainya adalah telah memenuhi jangka
gkatk;f wakiu jabatan dan pangkat terientu.
8 L .
L2 Disamping kenaikan jabatan dan pangkat tersebut di atas, kepada Hakim dapat
;nya diberikan : _
lj‘c’la” a. Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
! n»_é b. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian bagi Hakim yang :
mtikg 1) meninggal dunia;
inan?{ 2) mencapai batas usia pensiun; atau
3) cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan
. semua jabatan negeri.
elas§ C. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang tidak menduduki Pimpinan
gkat§ Pengadilan.
ang— Hakim yang tidak ‘menduduki Pimpinan Pengadilan dapat diberikan kenaikan
tu 1 " jabatan dan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila : ‘
} a.sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir;
dan
etua@g__ : b.setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 2
202, "~ (dua) tahun-terakhir.
ua, »Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim hanya dapat diberikanrsampai dengan batas

dUk! jenjang jabatan dan pangkat yang tertinggi di lingkungan pengadilan yang

'i bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Hakim tersebut tidaksboleh: melampaui
jabatan dan pangkat Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.



10

Contoh :

Seorang Hakim bernama YULI AMBARWATI, SH NIP. 040002452 menduduki
jabatan Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang I\V/a terhitung
mulai tanggal 1 April 2002 pada Pengadilan Kelas | B. Pada tanggal 1 April 2006
yang bersangkutan diusulkan kenaikan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim
Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang V/b. '

hal demikian, karena Sdr. YULI AMBARWATI, SH masih dalam jenjang

Dalam
menuhi syarat kenaikan

jabatan ‘dan pangkat yang ditentukan dan apabila me

hangkat lainnya, maka yang bersangkutan dinaikkan jabatan dan

jabatan dan p
pangkatnya menjadi Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | golongan’

ruang 1V/b terhitung mulai tanggal 1 April 2006.

Jenjang jabatan dan pangkat tertinggi untuk Hakim di lin
Kelas | B adalah Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan

ruang 1V/c.

gkungan Pengadilan

. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang diangkat sebagai. Rimpinan

Pengadilan.

1.Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya
telah -dalam jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk
Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih
tinggi, apabila :
a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat
terakhir;

b. setiap unsur penilaian pre
2 (dua)-tahun terakhir.

stasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam

Contoh :

Ketua Pengadilan Kelas | A Medan bernama MUAMMA
040001845 jabatan Hakim Madya Utama pangkat
golongan ruang V/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002

Menteri Kehakiman dan HAM mengusulkan kenaikan jabatan dan pangkat yang
bersangkutan kepada Presiden menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina

Utama Madya golongan ruang 1V/d.

Dalam hal demikian, apabila memenuhi syarat yang
mulai tanggal 1 Oktober 2008 jabatan dan pangkat yang bersangkutan dapat
dinaikkan menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang 1V/d, karena masih dalam jenjang jabatan dan pangkat yang

ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan Kelas I A.

R ADlL_DAFFA,_SH NIP
Pembina Utama. Muda

ditentukan, maka terhitung

N )

e i i

S T g

el S A G

e
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jadilaiifyang jabatan dan pangkatnya nasih, ta(satidtingkar ¢
! f kat tefendalifyang ditentukan urituk Pimpinan
_-Pengadnlan dapat dinalkkan jabatan dan pangkatnya setingkat ‘lebih tinggi,
apabila :

T g telah 1 {8atu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;

o @ﬁ%sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan” Pengad[!an
k -dan : .

ifzv_- setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai*baik dalam
~ 2:(dua) tahun terakhir.

“Contoh :

Seorang Hakim Madya Muda bernama RIFA ADILA, SH NIP. 040001418
pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang [V/6 terhitung mulai tanggat 1 April
2003 menduduki Pimpinan Pengadilan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri
L(&gléslB' sejak tanggal 10 Juni 2003. Kemudian pada tanggal 217Séptember
2005 diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A dan dilantik
tanggal 28 September 2005,

I R T T o o Tl R o
R R A AR

et TR

Menteri Kehakiman dan HAM mengusulkan kenaikan jabatan dan pangkat yang
bersangkutan kepada Presiden menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina
Utama Muda golongan ruang IV/c.

Dalam hal demikian, karena yang bersangkutan masih 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan
Pengadilan Kelas | A dan telah memenuhi syarat kenaikan jabatan dan pangkat
lainnya, maka terhifung mulai tanggal 1 Oktober 2006 yang bersangkutan dapat
dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Utama pangkat
Permbina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Ketentuan sekurang-kurangnya telah #-:{sa
Péngadilarr sebagalmana dimaksud yaitu :

1%, menduduki: Pimpinan

a, Bihitingsejak yang bersangkutan dilantik:-sebagaiRimpinan:Rengadilans
: b. Bersifatkumulatif tetapridakiterpiitus datam ketag perigadilan-yang Sama:
a | Contoh : -
Seorang Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang (V/a
terhitung mulai tanggal 1 April 2002. Pada tanggal 24 Juli 2002 dilantik menjadi

Wakil"Ketua Pengadilan Negeri Kelas | B, dan pada tanggal 27 Desember 2002
dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas | B.
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Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat dinaikkan jabatan dan
pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Hakim Madya Muda pangkat Pembina
Tingkat | golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 apabila
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memenuhi syarat lainnya. Karena yang bersangkutan telah lebih dari 1 (satu)
tahun baik dalam jabatan dan pangkat terakhir maupun dalam jabatan sebagai
Pimpinan Pengadilan (Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Kelas 1 B).

3.Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengaditan dan jabatan dan
pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan - pangkat
téféndali yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan dan pada saat dilantik
telah :

a. 4 (empat) tahun atau lebih dalam jabatan dan pangkat terakhir yang
dimilikinya, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkatnya
setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan jabatan dan pangkat berikutnya
setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 {dua) tahun terakhir;

b. 3 (tiga) tahun atau lebih dalam jabatan dan pangkat terakhir yang dimilikinya,
dapat diperﬁmbangkan kenaikan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih
tinggi pada saat yang bersangkutan telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan
pangkat terakhir, épabila setiap unsur penilaian prestasi kerja -sekurang-
kurangnya bernitai baik dalam 2 (dua) tahun lerakhir.

Dengan demikién, kenaikan jabatan dan pangkat Hakim tersebut dalam huruf a
dan b, tidak perlu menunggu 1 (satu) tahun sebagai Pimpinan Pengadilan.

E. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar
biasa baiknya.

1.Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu)
tahun terakhir, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa
terikat pada jenjang jabatan dan pangkat, apabila :

a. sekurang-kurangya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir;

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir. R

P

2 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan prestasi kerja luar biasa baiknya
adalah prestasi kerjasyang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui
dalam lingkungan kerjanya, sehingga Hakim yang bersangkutan secara nyata
menjadi teladan bagi Hakim lainnya.

Prestasi kerja yang luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk surat
keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Menteri yang bertanggung jawab
dalam pembinaan karier Hakim.
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tapan prestasi kerja yang luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan atau
asakan kepada pejabat lain. Dalam surat keputusan dimaksud antara lain
rus disebutkan bentuk dan wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu. Surat

putusan prestasi kerja luar biasa baiknya dibuat menurut contoh
bagaimana tersebut dalam Anak Lampiran i-a.

Jntuk membantu Menteri yang bertanggungjawab di bidang pembinaan karier
kim tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa baiknya; dibentuk suatu
yang anggotanya terdiri dari para pejabat di lingkungannya masing-masing
-yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai atau oleh Badan
ertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

J‘ F Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang menemukan penemuan baru yang
; - bermanfaat bagi Negara.

-+ ".Hakim yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara,
: dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan
jenjang jabatan dan pangkat. :

Untuk memacu pembangunan nasional di bidang hukum, sangat diperiukan
3 adanya penemuan baru. Oleh sebab itu perlu diberikan dorongan kepada Hakim
untuk menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi
masyarakat, bangsa, dan negara dalam penegakan hukum dan keadilan.

Pemberian kenaikan jabatan dan pangkat tersebut dimaksudkan sebagai
dorongan bagi Hakim agar disamping melaksanakan tugas pokok -sehari-hari
dengan sebaik-baiknya, juga berusaha untuk menemukan penemuan baru di
bidang hukum yang bermanfaat bagi negara. '

2.Kenaikan jabatan dan pangkat tersebut diberikan pada saat yang bersang-
kutan :

a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan

b. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernitai baik,
dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai
kurang.

Contoh 1_:

Seorang Hakim Madya Utama pada Pengadilan Tinggi bernama MARIO
GUSTAF, SH NIP 040023333 pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang
IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002. Pada tanggal 18 Maret 2003
dinyatakan telah berhasil menemukan penemuan baru di bidang hukum yang
bermanfaat bagi negara.
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Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan diberikan kenaikan jabatan dan
pangkat menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan
ruang |V/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 sebagai penghargaan atas
penemuan baru dimaksud, apabila memenuhi syarat kenaikan jabatan dan
pangkat lainnya. - |

Contoh 2 :

Seorang Hakim Pratama Madya pada Pengadilan Kelas Il bernama KEZIA
FREDERIKA, SH NIP. 040123335 pangkat Penata golongan ruang ill/c
terhitung mulai tanggal 1 April 2001. Pada tanggal 19 Juli 2004 dinyatakan telah
berhasil menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi
negara.

Dalam hal demikian, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat yang
ditentukan, dapat diberikan lebih dulu kenaikan jabatan dan pangkatnya dari
Hakim Pratama Madya pangkat Penata golongan ruang lll/c menjadi Hakim
Pratama Utama pangkat Penata Tingkat | golongan ruang Iti/d terhitung mulai
tanggal 1 April 2005.

Selanjutnya pada tanggal 1 April 2006 yang bersangkutan diberikan kenatkan
jabatan dan pangkat berdasarkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara
menjadi Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a, apabila
memenuhi syarat kenaikan jabatan dan pangkat lainnya.

4.Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang menemukan penemuan baru
diberikan tanpa terikat pada jenjang jabatan dan pangkat.

5. Kriteria penemuan baru dan kriteria kemanfaatannya terhadap negara telah
diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 dan peraturan
pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga llmu Pengetahuan
Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27
Oktober 1982.

G. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang telah menyelesaikan pendidikan
dan telah memperoleh ljazah.

1. Hakim yang telah menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh :

a. ljazah Magister (S2) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat
Penata Muda golongan ruang |li/a, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya
menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat | golongan
ruang /b,
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. b. ljazah Doktor (S3) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata
. Muda golongan ruang lll/a atau Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda
Tingkat | golongan ruang /b, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya
menjadi Hakim Pratama Madya pangkat Penata golongan ruang [ll/c.

2. Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat
diberikan apabila :

" a. ljazah yang diperoleh sesuai dengan bidang tugasnya sebagai Hakim;
b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir;
dan

¢. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

3. Memperoleh ljazah yang dimaksud dalam angka 1, termasuk bagi Hakim yang
telah memiliki ljazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat
menjadi Calon Hakim/Hakim, atau ljazah -yang diperoleh setelah yang

bersangkutan sudah berstatus sebagai Hakim, maupun. ljazah yang diperoieh
setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
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. ljazah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah ijazah yang diperoleh dari
_ perguruan tinggi negeri dan/atau jjazah yang diperoleh dari perguruan tinggi
g swasta yang telah diakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan
s dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau
pejabat fain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berwenang menyelenggarakan pendidikan.

=3

5. ljazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai

apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari perguruan
; tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
| é pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-
i undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

H. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang melaksanakan tugas belajar.

1. Hakim yang sedang melaksanakan tugas belajar dapat dinaikkan jabatan dan
_pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila

a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat
terakhir; dan '

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.
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2. Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 1,
diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan pada
tingkat pengadilan dimana Hakim yang bersangkutan terakhir metaksanakan
tugas.

3. Hakim yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih
yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu
jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan
jabatan dan pangkatnya.

Kenaikan Jabatan dan Pangkat Anumerta

1. Hakim yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat
anumerta setingkat lebih tinggi.

2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah :
a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
Contoh :

Seorang Hakim Pratama Muda bermmama ABDULLAH ROSYIDINTO, SH
NIP. 040042115 yang bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Kelas It di Lampung, meninggal dunia akibat tertembak oleh terdakwa yang
tidak dapat menerima putusan Hakim tersebut.

Dalam hal demikian karena meninggainya dalam dan karena menjalankan
tugas kewajibannya, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan
diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan
dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal duma dalam
dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Hakim Pratama Utama pada Pengadilan Negeri Bandung bernama
FARID GHAZALI, SH NIP 040025112 telah menjatuhkan vonis terhadap
DONALD salah seorang terdakwa. DONALD merasa tidak puas terhadap
vonis Hakim, oleh karena itu pada suatu hari setelah DONALD selesai
menjalani hukuman, yang bersangkutan mendatangi rumah Hakim tersebut
dan menikamnya dengan senjata tajam yang mengakibatkan FARID
GHAZALI, SH meninggal dunia. '

Dalam hal demikian, karena meninggalnya berhubungan dengan tugas
kedinasan, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan
kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
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¢. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan o!eh‘luka atau cacat jasmani atau

cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya.

Contoh :

Seorang Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Negeri Semarang bernama
RUDOLFO SIAGIAN, SH NIP 040012245, yang pada wakiu berangkat ke
kantornya dalam perjalanan yang biasa dilalui mengalami kecelakaan Ialu
lintas yang mengakibatkan Iluka parah. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit
untuk dirawat, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya diakibatkan oleh luka atau cacat
jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan
kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab
ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Contoh :

Seorang Hakim Madya Muda.pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bernama
AMINUDDIN, SH, mengadili perkara banding seorang gerombolan pengacau
keamanan. Beberapa kawan dari gerombolan pengacau keamanan itu
menculik Hakim dan kemudian membunuhnya, dan beberapa hari kemudian
jenazah Hakim tersebut diketemukan.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya akibat perbuatan anasir yang
tidak bertanggungjawab, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan
diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

. Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal

Hakim yang bersangkutan tewas.

. Pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta harus diusahakan

sebelum Hakim yang bersangkutan dimakamkan dan surat keputusan kenaikan
jabatan dan pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu
upacara pemakaman.

. Untuk menjamin agar pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta dapat

diberikan sebelum Hakim yang tewas itu dimakamkan, maka dikeluarkan
keputusan sementara.

. Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan sementara adalah Menteri

yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim untuk semua Hakim
yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke
bawah. -
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. Apabila tempat kedudukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan

sementara tersebut jauh dari unit kerja tempat Hakim yang tewas, sehingga
tidak memungkinkan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta
sebelum Hakim yang tewas itu dimakamkan, maka Ketua Pengadilan sebagai
pimpinan unit organisasi menetapkan keputusan kenaikan jabatan dan pangkat
anumerta sementara.

. Apabila tempat kedudukan Ketua Pengadilan sebagai pimpinan unit organisasi

yang menetapkan keputusan kenatkan jabatan dan pangkat anumera
sementara tersebut jauh dari unit kerja tempat Hakim yang tewas, maka Ketua
FPengadilan yang daerah yuridiksinya meliputi tempat Hakim yang tewas
menetapkan keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sementara.

. Dalam hal yang menetapkan keputusan sementara tersebut adalah Pejabat

yang berwenang, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan membuat laporan
tentang tewasnya Hakim dimaksud.

Dalam hal yang menetapkan keputusan sementara tersebul adalah Ketua
Pengadilan, maka Panitera/Sekretaris Pengadilan alau pejabat lain membuat
laporan tentang tewasnya Hakim sebagai bahan penetapan surat keputusan
sementara oleh Ketua Pengadilan.

Laporan tentang tewasnya Hakim dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut
dalam Anak Lampiran I-b.

Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat yang berwenang atau Ketua Pengadilan
mempertimbangkan pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta, dan
apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka Pejabat yang berwenang atau Ketua
Pengadilan tersebut menetapkan surat keputusan sementara tentang
pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta, yang dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c.

Ketua Pengadilan yang menetapkan surat keputusan sementara tersebut di
atas, selambat-lambatnya dalam waklu 7 (lujuh) hari kerja wajib melaporkan
kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim,
yang dibuat menurut contoh sebagaimana lersebut dalam Anak Lampiran |-d.

Berdasarkan bahan-bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh
Ketua Pengadilan yang menetapkan surat keputusan sementara tersebut, maka
Menteri  yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier. Hakim
mempertimbangkan penetapan pemberian kenaikan jabatan dan pangkat
anumerta.
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45. Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian kenaikan jabatan dan

pangkat anumerta, maka Menteri yang bertanggung jawab di bldang pembinaan
karier Hakim menyampaikan usul kepada : ‘

. a. Presiden, bagi Hakim yang diusulkan menjadi Hakim Madya Utama pangkat

Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, dan tembusan
disampaikan -kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan
pertimbangan teknis kepada Presiden: dan

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Hakim yang diusulkan menjadi
Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat | golongan ruang 1li/b
sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | golongan
ruang V/b untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Usul kenaikan jabatan dan pangkat anumerta dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

Apabila almarhum/almarhumah Hakim yang bersangkutan dinyatakan tewas
dan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta, maka keputusan
sementara tentang pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta
ditetapkan menjadi keputusan yang tetap (definitif) oleh :

a. Presiden, bagi Hakim yang akan dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi
Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang 1V/c ke

atas setelah mendapat pertimban_gan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara;

b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembingan karier Hakim bagi
Hakim yang akan dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama
Muda pangkat Penata Muda Tingkat | golongan ruang Ilifb sampai dengan
Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | golongan. ruang IV/b setelah
mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Surat keputusan tentang pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran |-f.

. Apabila almarhum/almarhumah Hakim yang bersangkutan ternyata tidak

memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang
pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta tersebut tidak dapat
ditetapkan menjadi keputusan yang definitif oleh pejabat yang berwenang, dan
keputusan sementara tersebut dinyatakan tidak berlaku.
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18. Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta yang keputusannya telah ditetapkan
secara definitif membawa akibat terhadap kenaikan gaji pokok, dengan
demikian pensiun pokok bagi janda/duda Hakim yang tewas didasarkan kepada
gaji pokok dalam jabatan dan pangkat anurnerta.

19. Akibat keuangan dari kenaikan jébatan dan pangkat anumerta baru timbul
setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang
berwenang.
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20. Dalam hal Hakim tersebut ternyata tidak dapat dinyatakan tewas, kepada yang
bersangkutan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian karena
meninggal dunia apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i

i

J. Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pengabdian

1. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian karena meninggal dunia atau &
mencapai batas usia pensiun.

a. Hakim yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan
hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan
jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :

1) memiliki masa bekerja sebagai Hakim selama :

a) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan
sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan da[am jabatan:dan pangkat
terakhir, S

b) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan
sekurang-kurangnya'télah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat
terakhir; R ' '

¢} sekurang-kurangnya 10 (sepuiuh) tahun secara terus menerus dan
sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan dan pangkat

terakhir

St ety e S e S

2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai.. baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

3) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1
{(satu)tahun terakhir.

b. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian tersebut mulai berlakut:

1) tanggal Hakim yang bersangkutan meninggal dunia;

2} tanggal -1+ (satu) pada bulan Hakim yang bersangkutan diberhentikar
dengan hormat dengan hak pensiun.
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" c. Karena Hakim juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka

e W@Hﬂwm terus menerus, yang dimaksud dalam
ketentuan ini adalah masa bekerja yang dihitung sejak _diangkat sebagai

__M sampai_dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau

_mengcapai batas usia bensiun dan tidak terputus statusnya sebagai PNS.
Contoh 1; '
Seorang Hakim bernama ALFRED SITUMORANG, SH NIP 040006220 lahir
10 April 1954 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1
Maret 1979 dan diangkat menjadi Hakim pada tanggal 1 Juni 1983. Pada
tanggal 28 Oktober 2006 yang bersangkutan meninggal dunia dengan
jabatan terakhir sebagai Hakim Madya Muda pangkat Pembina ngkat [
golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004.

Dalam hal demikian, apabila memenuhi persyaratan lainnya,- yang
bersangkutan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian

VU 5 setingkat lebih tinggi menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama
?é ? Muda golongan ruang [V/c terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2006 karena

nE telah memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai

n % Hakim secara terus menerus selama 27 tahun 7 bulan, yaitu mulai sejak 1
f Maret 1979 sampai dengan 28 Oktober 2006 dan telah lebih 1 (satu) tahun
% dalam jabatan dan pangkat terakhir. .

L3 Contoh 2:

b % Seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas | B bernama FERNANDQ

SIJABAT, SH, NIP 040008526 lahir 6 Juni 1946 diangkat sebagai calon
Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1973 dan diangkat menjadi
Hakim pada tanggal 1 Juni 1975. Pada tanggal 1 April 1995 sampai dengan
31 Maret 1997 yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara
selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 Aprii 1997 yang bersangkutan
diaktifkan kembali sebagai Hakim dan pada akhir bulan Juni 2006 yang
bersangkutan mencapai batas usia pensiun dengan jabatan dan pangkat
terakhir sebagai Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2005.
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Dalam hal demikian, apabila memenuhi persyaratan lainnya, yang
bersangkutan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian
setingkat lebih tinggi menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama
Madya golongan ruang I1V/d terhitung mulai tanggal 1 Juni 2006 karena telah
memiliki masa bekerja sebagai Hakim secara terus menerus selama 31 tahun
3 bulan (masa selama cuti diluar tanggungan negara tidak dihitung sebagai
masa bekerja untuk kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian) dan telah
lebih 1 (satu) bulan dalam jabatan dan pangkat terakhir.

s
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Contoh 3;

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama FAISOL AKBAR, SH NIP 260006220
lahir 5 April 1950 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret
1981 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 April 1982,
Pada akhir bulan Januari 1984 atas permintaan sendiri yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Badan
Kepegawaian Negara dengan pangkat Penata Muda golongan ruang i/a.

Sdr. FAISOL AKBAR, SH tersebut melamar kembali dan diterima sebagai
calon Pegawai Negeri Sipil/calon Hakim di Departemen Kehakiman dan
HAM. Pada tanggal 1 Maret 1985 yang bersangkutan diangkat sebagai calon
Pegawai Negeri Sipil/icalon Hakim dalam golongan ruang lll/a dengan
NIP. 040068759 dan pada tanggal 1 April 1986 yang bersangkutan diangkat
menjadi Hakim.

Pada akhir bulan April 2010 yang bersangkutan mencapai balas usia pensiun
dengan jabatan dan pangkat terakhir sebagai Hakim Madya Muda pangkat
Pembina Tingkat | golongan ruang 1V/b lerhilung mukai tanggal 1 Oklober
2008 pada Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam hal demikian, masa bekerja yany dihilung adalah muim yang
bersangkutan diangkat sebagai calon Pegnwai Negeri Sipilfc alon Hakim di
Departemen Kehakiman dan HAM sejak 1 Maret 1985 s: ampai dengan akhir
bulan April 2010 yaitu selama 25 tahun 1 bulan. Karena yang hersangkutan
sudah lebih dari 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkal terakhir sebagai
Hakim Madya Muda golongan ruang IV/b, maka apabila memenuhi syarat
lainnya, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan
jabatan dan pangkat pengabdian setingkat iebih tinggi menjadi Hakim Madya
Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian bagi Hakim yang meninggal dunia
atau mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan : '

1) Keputusan Presiden, bagi Hakim yang dinaikkan jabatan dan.pahgkatnya.

menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara;

2} Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier
Hakim bagi Hakim yang dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim
Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat | golongan ruang /b
sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | golongan
ruang [V/b setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
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Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian bagi Hakim yang meninggal dunia
atau mencapai batas usia pensiun, dibuat menurut contoh sebagaimana
tersebut dalam Anak Lampiran I-g.

2. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena
dinas,

a. Hakim yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan
tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Hakim dan semua jabatan
negeri, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih
tinggi.

b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :

1) Cacat yaﬁg disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi :
a) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

b) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas', sehingga
kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya; atau

c) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat tindakan térhadap anasir itu.

2) Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung
_ dari pelaksanaan tugas.
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. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena
dinas berlaku. mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena
dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan
negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.

Téye ARG R

d. Apabila oleh Tim Penguji Kesehatan, Hakim tersebut dinyatakan cacat
karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua
jabatan negeri, maka Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan

, karier Hakim menyampaikan usul kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian

3 kepada ;

1) Presiden, bagi Hakim yang diusulkan menjadi Hakim Madya Utama
pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang [Vic ke atas dan
tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden: dan

2) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Hakim yang diusulkan menjadi
Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat | golongan ruang /b
sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | golongan

. tuang IV/b untuk mendapatkan pertimbangan teknis.




Usul kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian bagi Hakim yang caéf
karena dinas dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam ani
lampiran |-e.
e. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian tersebut ditetapkan dengan : '
£
1) Keputusan Presiden, bagi Hakim untuk kenaikan jabatan dan pangk‘%f?

menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golonggé

ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Bady
Kepegawaian Negara. -

2) Keputusan Menteri yang berlanggung jawab di bidang pembinaan kari'gf.f
© Hakim, bagi Hakim untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya menja'é_;
Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat | golongan ruang IlI{
sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | gdlong_éi
ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Bad\é;

Kepegawaian Negara.

Keputusan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang dinyatakan cac?f
karena dinas, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Ané}.

Lampiran I-h.

3. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dala’f‘
angka 1 dan angka 2 diberikan tanpa terikat dengan jenjang jabatan dai
pangkat. A

V. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KENAIKAN JABATAN DA
PANGKAT HAKIM '

1 Presiden menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadt Hakii-
Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/or sampai deng?
Hakim Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e: ' - '

2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier!Hakim menetapks
kenaikan jabatan dan pangkat Hakirn untuk menjadi Hakim Pratama Muda pangk
Penata Muda Tingkat | golorgan ruang ill/b sampai dengan Hakim Madya Mud
pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b.

3. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mendelegasikan at
memberikan kuasa kepada pejabal lain di lingkungannya untuk menetapk
kenaikan jabatan dan pangkat Hakim. '

4. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim sebagaimana dimaksud pada angka 1,
dan 3 ditetapkan selelah mendapal pertimbangan teknis dari Kepala Badr
Kepegawaian Negara. '
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RlDAN KELENGKAPAN ADMINISTRAS|I KENAIKAN JABATAN DAN

8t ‘_1.fpengantar usul kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana tersebut pada
huruf a disampaikan kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala Badan

Kepegawalan Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak
Lamplran I-i.

¢. Tembusan surat pengantar yang disampaikan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara dilengkapi dengan usul kenaikan jabatan dan pangkat
untuk Hakim Madya Utama golengan ruang 1V/c ke atas, dlbuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran i-j.

d. Tembusan surat pengantar dan usul kenaikan jabatan dan pangkat untuk Hakim
Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas
.sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢, diajukan dalam rangkap 2 (dua) serta
dilampiri dengan bahan-bahan lampiran yang diperlukan.

e. Penetapan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Pratama
Muda pangkat Penata Muda TingKat | golongan ruang Ili/b sampai dengarr Hakim
Madya Muda pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang: IV/b ditetapkan dengan
Kepttusan Pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

f. Untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim mengajukan
usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran l-e.

g. Keputusan kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf e
" dapat dibuat secara kolektif atau perorangan.

Apabila keputusan kenaikan jabatan dan pangkat ditetapkan dalam bentuk :

" 1) kolektif, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran |-k,
sedangkan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam
_anak Lampiran I-I.
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2) perorangan, dibuat menurut contoh sebagimana tersebut dalam Anaki
Lampiran I-m. i

h. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang menunjukkan prestasi kerja Iuar}

#

biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru di bidang hukum yang?i;j
bermanfaat bagi negara ditetapkan Pejabat yang berwenang setelah mendapat%ﬁi
penilaian dari Tim Penilai atau pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan?;gj;_

dan Kepangkatan (Baperjakat). i

2. Kelengkapan Administrasi Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim }
a. Kenaikan' jabatan dan pangkat Hakim yang tidak -mendudukimi?-imp_i_n%n%;
Pengadilan : T

1Y salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan dan pangkati'?
terakhir;
2y salinanffoto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang:

terakhir;
3) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4) salinan/foto copy sah ijazah bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan; -
5) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan  bagi Hakim vyang baru
diangkat. ' :

b. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang menduduki Pimpinan-Pengadilan :

1Y salinan/foto copy sah kepulusan pengangkatan dalam jabatan dan pangkat

terakhir; '
2¥ salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai Pimpinan Pengadilan;
3) salinan/foto copy sah pelantikan sebagai Pimpinan Pengadilan; '
4) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja :

(a) dalam 2 :(dua) tahun terakhir bagi Pimpinan Pengadilar yang jabatan dan!
pangkatnya telah .dalam jenjang jabatan dan pangkat :terendah yangﬂ{
ditentukan untuk Pimpinan Pengaditan; - :

(b) dalam 1 {satu) tahun terakhir bagi Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan:
pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjangajaba’tan-dan pangka‘vtj
_terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan;

c. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa?
baiknya : ' i

ST

1) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan dan pangka
terakhir;
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;en_ﬁﬂfs_:_‘n jabatan dan pangkat Hakim yang telah menyelesaikan pendidikan dan
: me.rhpéroleh ljazah, termasuk yang telah selesai melaksanakan tugas belajar :

sa lnan/foto copy sah ijazah terakhir yang diperoleh;

‘salman/foto copy sah keputusan dalam jabatan dan _pangkat terakhir;

3 sallnan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang
) 7 terakhlr

2o i 4) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- .5)salinanffoto copy . sah keputusan/perintah tugas belajar, bagi yang
' melaksanakan tugas belajar.

iilan'?g f. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang sedang melaksanakan tugas belajar.
1) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam Jabatan dan pangkat
terakhir;
1dah-*‘“" .. "..2) salinanffoto copy sah penempatan/pemmdahan dalam Pengadilan yang
yang% L terakhir:
. 3) salinan/foto copy sah keputusan/perintah untuk tugas belajar; _
dari 4) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
ar j'E .
gkal:  g.-Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta :
1) salinanffoto copy sah keputusan dalam jabatan dan pangkat terakhir;
biasa? 2) salinanffoto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang
" terakhir,
ngkaé A 3) berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan
E

yang bersangkutan meninggal dunia;




4} visum et repertum dari dokter;

5) salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang
menerangkan bahwa Hakim tersebut meninggal dunia dalam rangka 3

menjalankan tugas kedinasan;

6)-laporan dari Pimpinan Pengadilan kepada Pejabat yang berwenang tentang i

peristiwa yang mengakibatkan Hakim yang bersangkutan tewas;
7) salinan/foto ‘copy sah keputusan sementara kenaikan jabatan dan pangkat
anumerta.

. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian Hakim karena meninggal dunia:

1Y salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai calon Hakim;

2) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai Hakim;

3 salinan/foto copy sah keputusan kenaikan jabatan dan pangkat terakhir;

4) salinanffoto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang
terakhir;

5) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;

6) surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa;

7) daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Anak L.ampiran I-n; dan

8) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat dalam 1 (satu)} tahun terakhir dari Pejabat yang berwenang atau yang
ditunjuk, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak
Lampiran {-o.

i. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian karena mencapai batas usia
pensiun

1Y salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan calon Hakim:

2} salinan/foto copy sah keputusan kenaikan jabatan dan pangkat terakhir;

3) salinanffoto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang
terakhir; :

4) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;

5) daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n;dan

6) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau

3 oy B

1.

berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat yang berwenang atau yang

ditunjuk, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut  dalam  Anak
Lampiran 1-o.

Ki



engangkatan sebagaj Hakim;

| nan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang

frakhlr

berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan:

salinanffoto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang

menerangkan bahwa Hakim tersebut mengalami kecelakaan dalam

.‘menjalankan tugas kedinasan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut

«..dalam Anak Lampiran I-p;

5) laporan dari Pimpinan- Pengadilan kepada Pejabat yang berwenang tentang
perlstiwa yang mengakibatkan Hakim yang bersangkutan cacat;

6) ‘surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang

~diderita oleh Hakim yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi dalam
jabatan Hakim dan semua jabatan negeri.

(I. KETENTUAN LAIN-LAIN

rut

lau & 1. Pimpinan-Pengadilan: yang jabatan dan pangkatnya !eblh rendah tidak~boleh

ng ¥ me‘fﬁbaWahl Hakint yang menduduki jabatan dan pangkat lebih tinggF
ak &
# 2. Hakim yang diberhentikan dari jabatan sebagaj Hakim dan berkedudukan sebagai

i Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkatnya diberikan sesuai dengan ketentuan
sia perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Hakine Pratama Utama pangkat Penata Tingkat | golongan ruang ‘lll/d dan akan
'naik‘ jabatan dan pangkat menjadi Hakim Madya Pratama pangkat Pembina
golongan ruang IV/a, dibebaskan dari ujian dinas:
A T 4. Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya
1 masih 1~ (safu) tingkat” di bawah jenjang jabatan dan pangkat-terendah yang
ut { ditentukan untuk’Pimpinan Pengadilan, tunjangan jabatannya dibayarkarf sesuai
dengan jenjang jabatan-dan pangkat terendah' pada tingkat dan- kelas:Pimpinan
Pengadilan yang didudukinya.

PR PR R
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Contoh 1 :

SRR

Seorang Hakim dengan jabatan Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat |
gelongan ruang Hl/d, diangkat menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas .
Jenjang jabatan dan pangkat terendah Hakim untuk dapat diangkat sebagai
Pimpinan Pengadiian Kelas II adalah Hakim Madya Pratama pangkat Pembina
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golongan ruang IV/a dan tertinggi adalah Hakim Madya Muda pangkat Pembina §

Tingkat | golongan ruang 1V/b.

Dalam hal demikian, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimungkinkan ;

mengangkat Hakim sebagai Pimpinan Péngadilan meskipun jabatan dan
pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat

terendah, maka tunjangan Hakim yang dibayarkan adalah sebesar tunjanga

terendah untuk: Pimpinan Pengadilan Kelas 1l, yaitu Rp. 2.000.000,-.

Apabila Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan Kelas I tersebut nalk
jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Pratama pangkat Pembina °
golongan ruang IV/a, tunjangan Pimpinan Pengadilan yang dibayarkan tetap
sebesar Rp. 2.000.000,-.

Contoh 2 :

Seorang Hakim dengan jabatan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat |
golongan ruang IV/b, diangkal menjadi Pimpinan Pengaditan Negeri Kelas | A.
Jenjang jabatan dan pangkat terendah Hakim untuk dapat diangkat sebagai
Pimpinan Pengadilan Kelas | A adalah Hakim Madya Utama pangkat Pembina

Utama Muda golongan ruang IV/ic dan lertinggi adalah Hakim Utama Muda #

pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang V/d.

Dalam hal demikian, karena sesuai dengan kelentuan yang berlaku dimungkinkan

L e b fﬂf{‘.ﬂ s

mengangkat Hakim sebagai Pimpinan Pengadilan meskipun jabatan dan @
pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat
terendah, maka tunjangan Hakim yang dibayarkan adalah sebesar tunjangan

terendah untuk Pimpinan Pengadilan Kelas | A, yaitu Rp. 3.550.000,-.

Apabila Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan Kelas | A tersebut naik
jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama

Muda golongan ruang 1V/c, tunjangan Pimpinan Pengadilan yang dibayarkan tetap
sebesar Rp. 3.550.000,-.

Contoh 3 : .

- Sedrang Hakim dengan jabatan Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama
Muda golongan ruang 1V/c, diangkat menjadi Pimpinan Pengadilan Tinggi.
Jenjang jabatan dan pangkat terendah Hakim untuk dapat diangkat sebagai
Pimpinan Pengadilan Tinggi adalah Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama
Madya golongan ruang IV/d dan tertinggi adalah Hakim Utama pangkat Pembina
Utama golongan ruang |V/e.
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jam hal demikian, maka khusus untuk Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan
jadilan Tinggi yang jabatan dan pangkatnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang

nkan an dan pangkat terendah, tunjangan yang dibayarkan adalah sebesar
dari jangan Pimpinan Pengadilan Tinggi dengan jabatan Hakim Madya Utama
ngkat ngkat Pembina Utama Muda golongan ruang [V/c, yaitu Rp. 4.250.000,-,

sarnya tunjangan Pimpinan Pengadilan Tinggi dengan jabatan Hakim Madya
ma pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, secara limitatif telah

naik itentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan
Lbina Kim. |
letap pabila Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan Tinggi tersebut naik jabatan

dan pangkatnya, menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya
‘golongan ruang [V/d, tunjangan Pimpinan Pengadilan yang dibayarkan menjadi
sebesar Rp. 4.500. 000 -

"Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan sebelum berlakunya Peraturan
. :Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu)
tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk
Pimpinan Pengadilan, tunjangan jabatan Pimpinan Pengadilan dibayarkan penuh
mulal bulan berikufnya setelah dltetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2002.

. Hakim yang diangkat dalam jabatan struktural, diberhentikan dari jabatan Hakim

ngan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. terhitung mulai bulan berikutnya setelah diangkat dalam jabatan struktural, gaji
;naik , yang dibayarkan adalah gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-
fama 3 undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
letap 4 '

3 b. tunjangan jabatan yang dibayarkan adalah tunjangan jabatan struktural sesuai
: dengan jabatan struktural yang diduduki; S

C. pembinaan karier kenaikan pangkatnya dilakukan sesuai dengan peraturan

T_amfa perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; dan

nggi. ‘

agai d. batas usia pensiunnya adalah batas usia pensiun yang berlaku bagi Pegawai
fama Negeri Sipil.

Ibina
- Hakim yang diangkat sebagai Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan

Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung yang merangkap jabatan struktural,
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

~

MR AP




. KETENTUAN PERALIHAN

t

diangkat menjadi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Penggazi;
pada Mahkamah Agung, harus berpengalaman sebagai Hakim.

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 {tanggal 9 Juli 2002), dapat diangkat sebag '7
Pimpinan Pengadilan yang kelasnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pad,«.
ketentuan masa 2 (dua) tahun. :

Contoh : -
Seorang Hakim dilantik untuk menduduki Pimpinan Pengadilan sebagai Ketua atq‘"“
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas Il pada tanggal 17 Juni 2002 (sebelu,g;j
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002), maka yang bersanﬁﬁ
kutan dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakit Ketua Pengadilan Kelas | B tanpé'
terikat atau tanpa menunggu masa 2 (dua) tahun menduduki Pimpinan Pengad:laf

Kelas Il.

. Pimpinan Pengadilan yang pada saal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor4}
‘Tahun 2002, jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu} tingkat di bawah Jenjang
jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dap«
dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : :

a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya; _
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengaditan; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bemitai baik dalam@?
(dua) tahun terakhir.

. Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 200
telah menduduki Pimpinan Pengadilan tetapi jabatan dan pangkatnya masih: '-
(dua) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentuka
untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya Setmgkf

lebih tinggi apabila :

a. telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimiliki; dan

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik daiamg
(dua) tahun terakhir.

iy

.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2002

S KEPALA
ANEPEGAWAIAN NEGARA




ANAK LAMPIRAN f-2 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA OH
NOMOR  : 31 TAHUN 2002 pSNY
TANGGAL : 25 Nopember 2002

CONTOH KEPUTUSAN PERNYATAAN
PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA

BAIKNYA
KEPUTUSAN MENTER] .........
NOMOR & oot eiiiririiaae e basas i eaaa s
MENTERI covreeees e -
og bart
Menimbang - a. bahwa berdasarkan laporan Tim .. Saudard .creeeeeseesinierennees NIP. e jabatan & ; :
............... pangkal ......., GOIONGAN MUaNG ........-..- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan ) ooovvneiiiiannn selé ki
{satu) tahun davi tanggal ............ sampai dengan fanggal ... telah menunjukkan prestasi kerja yan P
biasa baiknya, K
i ir
b. bahwa datam rangka usaha mendorong Hokim unfuk mencapai preslasi kerja yang luar biasa baiknya, dipanigfl = N
perlu menetapkan surat keputusan tenlang pernyataan prestasi kerja yang luar biasa batknya yang telah dig. N
oleh Saudara ...ocvveer i : -é
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-sndang Namar 43 Tahun 1999, K
2. Peraturan Pemerintah Nomaor 8 Talwn 2000 ju. Peroturin Pemerinth Nomor 27 Tahun 2008 I
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tabhun 2000, ‘h met
4. Peraturan Pemerintah Nomar 96 Tithun 20680 u Freraturnn 'enmesiiah Nomor 12 Tahun 2002, Pt
5. Peraturan Pemetintain Nomoi 41 Vabun 2007, 1
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawikin Neepatzt Mo 35 Talnn 2002 J
. 1
MIERIEITLISIAN
Menetapkan
PERTAMA o Saudara s NI, TN PR TTE S HINIT) I pangkal QUIORERIN (UANG vovenenes
’ Ketua Pengadilan *)..............n sabunn 1oty lshun doe gl oo sampat dengan tanggal e &
menunjukkan prastasi kerja yang ks biaga bivknvi, yaiiv 02
T PP PP PR EEEECRIEER
e e e
dst
KEDUA :  bahwa sebagai akibal preslasi kerja luar hiasa baiknya itu Saudara ... lersebut menjadi teladan bagi ré

rekannya dan hasil kerjanya memberikan manfaat bagi dinas berupa : **}

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang berkepentingan uniuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di e
pada nggal o

MENTERT ..o ivrarscenrnmemssnssssnaresees

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada -

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara

2.

dst

*) Apabila Hakim tersebut menduduki jabatan Pimpinan.

*} sebutkanlah wujud dan manfaat prestasi kerja yang fvar biasa paiknya itu salu persaiu.
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#0H SURAT LAPORAN ANAK LAMPIRAN i-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN

glr

’ilnya

KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 31 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 Nopember 2002

Amat Segera ....... PO P
Laporan Hakim yang tewas

Ketua/Wakil Ketua *) : Pengadilan .......... *y
melaporkan dengan hormat bahwa Hakim :

tua/Wakil Ketua *) Pengadilan .......... )
nstansi :

h meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya pada :

<Hari
- Tanggal
Jam
- Tempat

pun perlstlwa yang mengakibatkan Hakim lersebut tewas, adalah sebagai berikut :

..............................................................................................................

an inl kamii mengusuikan agar kepada Hakim tersebut diberikan kenaikan jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta
al dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002,

Kiranya perlu kami Iaporkan bahwa menurut rencana Hakim tersebut ¢i atas akan dikebumikan pada
Hari

Tanggal

Jam

Tempat

Demikianiah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat digunakan sebagaimana

PEJABAT YANG MELAPORKAN,

NIP. eeeeoerermeceeonns

#oret yang tidak perlu,
#Hanyz diisi apabila yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.

AR e



CONTOH KEPUTUSAN SEMENTARA ANAK LAMPIRAN I-c KEPUTUSAN KEFALA BADAN

R1¢

KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 31 TAHUN 2002
TANGGAL @ 25 Nopember 2002

KEPUTUSAN SEMENTARA
MENTERIL.. JKETUA PENGADILAN ...
NMOMOR & i

MENTERI ...... MKETUA PENGADILAN..............,

Menimbang & bahwa berdasarkan laporan ...............
pangkat........ooeuinee . golongan fuang
.................... tanggal ... jam .
kewajiban jabatannya;
b. bahwa dipandang periu memberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta kepadn Saudara ... tersebut;|.
Mengingat 1. Undang-undang Noimor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nosmor 43 Talwn 1809,
2. Peratyran Pemerintan Nemor 8 Tahun 2000 jo. Peratursn Pemerintah Nomar 27 Tahian 200t
3. Peraturan Pemerinlizh Newnor 96 Tahun 2000,
4, Peraturan Pemerindah Nomor 99 Tahun 2000 jo. ecafino Pesieaintah Ntnlml 12 Tohun 2002; -
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002,
6. Keputusan Kepala Sadan Kepegowasian Neginn Nomor 200 Tahon 204007 %
MITMUIT LIS IKAN
Menetapkan : .
PERTAMA : Kepada almarhum/almarhumal *) Saudorny NI L abatin Hoken L pungkat ..
" golongan ruang ...... Hakim/ReluaMWakil Kelua pada Fengadidon L) diberikan kenailean jabatan dan pangk’i
anumeria dalam jabaton Hakin.........pangkat .o L aolongane iy e sebagad panghargasn atas jasai
jasanya terhadap Bangsa dan Negawis BRepuldik Indenesin ol onlig g {
KEDUA : Apabila dikemudian hari leryala lerdapal kekelirunn dalam Kepaelusan ani, akan elissrakan perbaikan dan penghilunga:n
kembaii sebagaimana mestinya. ' ) ;
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan unluk diketahui dan dipergunakan sebagalmana

Y Coret yang tidak perlu

mestinya
SALINAN Kepulusan ini disampaikan kepada :

Menteri yang bersangkutan;

Kepala Badan Kepegawsaian Negara up Depuli Bidang nf(nmaaa Kepegawaian
Direktur Ferbendaharaan dan Kas Negars ...

Kepala KPKN ...

G kW=

PETIKAN Kepulusan ini diberikun kepada  yang  berkepentingan untuk diketahui
dipergunakan sebagaimana meslinya

Ddetapkan di....ooovviin et
padatanggal ...

MENTERI... /KETUA PENGADILAN ...
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OH LAPORAN DAR! PEJABAT YANG ‘MENETAPKAN ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
\IKAN ~ JABATAN DAN PANGKAT ANUMERTA KEPEGAWAIAN NEGARA
MENTARA KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG NOMOR  : 31 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 Nopember 2002

AMAT SEGERA

[impiran e, et .
F]eﬂh&' :  Laporan Hakim yang tewas

Dengan ini dilaporkan dengan haormat, bahwa Hakim :

Nama

NIP

Jabatan

Pangkat/golongan ruang

Ketua/Wakil Ketua **) : Pengadilan ............. ]
Unit Organisasi :

telah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya pada :

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, Saudara ................. tersebut telah
dinaikkan jabatan dan pangkatnya secara anumerta sementara dalam jabatan Hakim ....... , pangkat
..... creens . golongan ruang ......... terhilung mulai tanggal ............ Sebagai bahan bagi Saudara untuk
g menetapkan keputusan yang tetap, dengan ini disampaikan :
s fd
1. Laporan dafi ...oceiveiiiiiiiiiiiins tentang tewasnya Saudara ...............e..e sebagai tersebut dalam
‘ Lampiran |
g . .
2. Tembusan keputusan sementara tentang kenaikan jabatan dan pangkat secara anumerta sementara bagi
SaUdara ...oociiii e sebagai tersebut dalam Lampiran Il
ima . : ) .
% ar : 3. Berita acara tentang kejadian yang mengakibatkan Saudara ......... tewas, sebzgai tersebuf dalam
i Lampiran I,
4, Visum et repertum dari dokter, sebagai tersebut dalam Lampiran V.
5. Salinan sah surat perintah penugasan atau surat keterangan dani Ketua/Wakil Ketua Pengadilan .........."")
yang menerangkan bahwa tewasnya Saudara ...........cccccoeeeecionnnn adalah pada wakiu ia sedang
menjalankan tugas kewajiban jabatannya, sebagai tersebut dalam Lampiran V
F““":i Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dergan mengingat sumpah jabatan untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya,

. KETUA PENGADILAN

anya diisi apabila Hakim tersebut menduduki Pimpinan Pengaditan,
* d Ooret yang tidak perlu.




- CONTOH USUL KENAIKAN
JABATAN DAN PANGKAT

Rh

ANAK LAMRPIRAN |-e

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR @ 31 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 Nopember 200

*} Hanya diisi apabila yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengaditan.

**} Coret yang tidak perlu.

Tanggal diterima 1)
Nomor Agenda 2)
DAFTAR USUL MUTASI KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM
MENTER! ..o o 3)
NOMOIR & it ciratrecamae i raieine et tbabaattenes 4}
NO HAKIM YANG DIUSULKAN
1. | Nama S
2 NIP/SERi KARPEG/Pendidikan S
3 Tempat tanggal lahir N _
a. Jabatan Hakim ... veeieeieaaneees
L b. Pangkat/golongan/TMT
4 A c. Masa kerja golongan ) . .
M d. Gaji Pokok o
A e, Kelua/Wakil Ketua **) - _ B
f. Unit Kerja . - — e e =
= a. Jabatan e e — 1 |
A b. Pangkat/golongan/TMT L _ o >
15 R c. Masa kefja golongan N . g ;
A U d. Gaji pokok 17
a, Nama/ NIP o ) oo T8 17
Atasan b. Jabatan . } ) R 19y
6 Langsung | ¢. Pangkat/golongan/TMT I 2004 1€
e. Kelua/Wakil Ketua =) 204 1€
f. Unit Kerja T P o . 29} 2¢
7 wilayah Pembayaran )
8. Perhitungan Masa Kerja
Masa Kerja golongan T
. Jumiah
Ruang dalam jabatan C o .
- Mulai dari sampai dengan
dan pangkat terakhir Tahun Bulan
_________ 25)
.......... 24)
Jumlah ‘
Perimbangan Kepala BKN..............coie 29) Alasan-alasan mutasl
Nomor 103 [ FTOTUURTEURUTp . langgal
g Tanggal : e 39) | MBAEI oo e
....................................................................... 32)
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PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN |-e

NOMOR .
KODE URAIAN

2 3

1) Diisi oleh Badan Kepegawaian Negara.

2) Diisi oleh Badan Kepegawatan Negara.

3) Tulislah naroa Departemen yang bersangkutan,

4} Tutislah nomor usul dari instansi yang bersangkutan.

5) Tulistah nama lengkap Hakim yang bersangkutan dengan huruf cetak.

6) Tulislah Nomor Identitas/seri dan.nomor Karpeg/Pendidikan tertinggi Hakim yang bersangkutan.

7 Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Hakim yang bersangkutan sesual dengan SK
pengangkatan pertama. :

B8) Tulislah jabatan lama Hakim yang bersangkutan.

9) - Tulistah pangkat, golongan ruang lama dan tanggai, bulan serta tahun mulai berlakunya pangkat lama
Hakim yang bersangkutan.

10) Tulislah jumlah masa kerja golongan dari pangkat lama yang dihitung sampai tanggal mulai
berlakunya kenaikan jabatan dan pangkat yang diusulkan.

11) Tulislah besarnya gaji pokok dalam jabatan dan pangkat lama sesual dengan masa kerja golongan
sebagaimana dimaksud dalam angka 10)

12) Tulislah sesuai dengan kelas Fengadilan dari Hakim yang bersangkutan.

13) Tulislah Unit Kerja dari Hakim yang bersangkutan.

14) Tulislah jabatan baru Hakim yang bersangkutan.

15) Tulislah pangkat, golongan ruang baru dan tanggal, bulan serta iahun mulai berlakunya pangkat baru
Hakim yang bersangkutan,

16) Tulislah jumlah masa kerja golongan dari jabalan dan pangkat baru yang dihitung sampai tanggal
mulai berlakunya kenaikan jabatan dan pangkat yang diusulkan.

17) Tulislah besarnya gaii pokok dalam jabatan dan pangkat baru sesuai dengan masa kerja golongan
sebagaimana dimaksud dalam angka 14) -

18) Tulislah nama dan Nomor (dentitas atasan langsung Hakim yang bersangkutan.

19) Tuiislah nama jabatan atasan langsung Hakim yang bersangkutan.

20) _Tulistah pangkat dan golongan ruang atasan langsung Hakim yang bersangkutan.

21} Tulislah sesuai dengan kelas Pengadilan dari Hakim yang bersangkutan bertugas,

22) _Tulistah Unit Kerja dari Hakim yang bersangkutan, :

23) Tulislah tempat wilayah pembayaran gaji baru Fakim yang bersangkutan.

24) Tulislah jabatan dan pangkal golongan ruang terakhir Hakim yang bersangkutan,
Contoh : Hakim Pratama Utama Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang lilid
Tulislah mulai dari tanggal, bulan, dan tahun Hakim yang bersangkutan menduduki jabatan dan

25) pangkat terakhir sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya kenaikan jabatan dan
pangkat yang diusulkan.
Contoh : 1-10-1998 sampai dengan 1-10-2002.

26) Tulislah jumlah masa kerja golongan yang dimiliki Hakim yang bersangkutan pada saat mulai
menduduki jabatan dan pangkat tersebut. Contoh : pada 1-10-1998 masa kerja 22 tahun 9 bulan.
Tulislah masa kerja yang dihitung sejak jsbatan dan pangkat lama sampai dengan yang

27) bersangkutan diusulkan kenaikan jabatan dan pangkatnya. Contoh : 1-10-1998 sampai dengan 1-10-
2002 = 4 tahun 0 bulan.

28) Jumlahkanlah masa kerja sebagaiman tersebut pada contoh angka 22) dan angka 23).

29) Diisi oleh BKN,

30) Diisi oleh BKN.

31) Diisi oleh BKN.

32) Diisi oleh BKN.

33) Tulislah alasan-alasan usul kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan.

" 34) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun usul kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang

bersangkutan.

35) Tulislah nama jabatan yang mengusulkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan.

36) Tulislah nama dan Noemor Identitas pejabal yang menandatangani usul kenaikan jabatan dan pangkat

Hakim yang bersangkutan dan dibubuhi stempel dinas.




CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN KENATKAN
JABATAN DAN PANGKAT ANUMERTA

Wenimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

*} coret yang tidak
*~y Hanya diisi apa
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ANAK LAMPIRAN I-f KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 31 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 Nopember 2002

KEPUTUSAN .ot
NOMOR @i

bahwa setelah memi%lajarl taporan dan bukii-bukli yang dilampirkan, kepada almarhum/almarhumah tersebut dabaweh Met
. ini pertu diberikan kenaikan tabatan dan pangkat secara anumerta; b5
Undang-undang Nomor & Tahun 1874 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 2001;
Peraturan Pemeriniah Nomor 96 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemermtah Nomoer 12 Tahun 2002;
Peralruran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;

i Men

RSN S

Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaiun Negara NOMIGT eiiiviimeeenins nggal e :

MEMUTUSKAN :

Kepada almarlmm.’alnm:hum ah*'), yang feesehut dibawnls ing
Nama

NIP ) : !
Tanggal lahis : ;
Jenis kelamin : ;
Ketua/Wakil Ketua ) s Pengadibn L |

Jabatan s HakIM ... peda Pesgaditan o
Pangkat/golongan ruang

Masa kerja golongan : :

Gaji pokok : x
Terhilung mulai tanggat : - |
diberikan kenaikan jabatan don pangkal secatianumert mcngnd B
Jabatlan T Hakim ... '

Pangkat/golongan ruang

Masa kerja golongan

Gaijt pokok

Terhitung rmulai tanggal

Di atas gaji pokok tersebut dalam diklum PERTAMA diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunja

lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitu}jf'=
kermbali sebagaimana mestinya. !

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri yang bersangkutan

Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawalan
Direktur Jenderal Anggaran Deparlernen Keuangan

Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara ...............c.

Kepala KPKNdi ..o

Do @

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperg
sebagaimana mestinya. ;

Ditetapkan gi ......oovveir e
pada tanggal ...

periu
bila Hakim yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.
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ANAK LAMPIRAN |-g KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 31 TAMUN 2002
TANGGAL : 25 Nopember 2002

VRBATAN DAN PANGKAT PENGABDIAN BAG!
GAKIM  YANG MENINGGAL DUNIA/ YANG
JENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

bahwa Hakim dibawah ini telah meninggal dunia/mencapai balas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan
‘kenaikan Jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ie. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; .
4. Peraturan Pemerintah Nomer 99 Tahun 2300 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomcr 31 Tahun 2002;
Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor ........ tanggal ...
MEMUTUSKAN ;
Kepadia Hakim lersobut dibawal ini -
Nama :
NP :
: Tanggal Yahir
q Jenis kelarnin :
E Kelua/Wakil Ketua *) D Pengadilan ., e )
i Jabatan SHakim o pada Pengadilan ...

Pangkat/golongan ruang
Masa kerja golongan
Terhilung mulai tanggal

diberikan kenaikan jabatan dan pangkal pepﬁnhdinn menjadi - ;

Jabatan :
Pangkat/golongan ruang
Masa kerja golongan
Terhitung mulai tanggal

Gaji pokok :
%DUA ¢ Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan
: kembali sebagaimana meslinya.
ETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
: Ditetapkan di ............oco.ooooooooo

E‘ﬂBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
\ Kepala Badan Kepegawaian Negara

b Kepala KPKN G orvvooooooooooooooooooooo e

Xepala Kantor Tata Usaha Anggarandi............

- Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)di ...cocvv......
Pertinggal.

Aret yang {idak perlu.
:!)Hanya diisi apabila Hakim tersebut menduduki Pimpinan Pengadilan.
Tulislah pejabat lain yang dianggap perlu
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CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN ANAK LAMPIRAN | -h KEPUTUSAN KEPALA BADAN 3 EN

DAN  PANGKAT PENGABDIAN HAKIM YANG KEPEGAWAIAN NEGARA e

DINYATAKAN CACAT KARENA DINAS DAN NOMOR  : 31 TAHUN 2002 ol

TIDAK  DAPAT BEKERJA LAGI DALAM TANGGAL : 25 Nopember 2002 3

JABATAN HAKIM DAN SEMUA JABATAN NEGERI a#

KEPUTUSAN ..o
NOMOR @ ...

Menimbang :  bahwa berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan ...... Nomoer ...... tanggal ....., Hakim tersebut dibawah ini';'_ 0
dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri, oleh karegg
perlu diberikan kenatkan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi; ’ J al

Mengingat ;1. Undang-undzng Nemer 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; ﬁ,e
2. Peraturan Pemerinlzh Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pernerintah iNomor 27 Tahun 2001; :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; g
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; ‘
€. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002; ;
8. Kepulusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomer 31 Tahun 2002;
Memperhatikan * Pertimbangan teknis Kepata Badan Kepegawaian Negara Noemor ................... tanggal ...
MEMUTUSKAN |

Menetapkan :

PERTAMA :  Kepada Hakim tersebut dibawah ini :

Nama : ) ¥
NiP : )
Tanggal lahir : i
Jenis kelamin :

Ketua/Wakil Ketua *) ; Pengaditan ................... )

Jabatan T Hakim ...............pada Pengadilan ...

Pangkat/golongan ruang

Masa kerja golongan

Terhitunig mulai tanggal

diberikan kenaikan jabatan dan panglk:n pengabdim selingkal lebih lngai menjadi

Jabatan :
Pangkat/golongan ruang ;
Masa kerja gelongan ;
Terhitung mulai tanggal : b
Gaiji pokok : :

KEDUA ¢ Dialas gaji pokok tersebut dalarn diktum PERTAMA, diberikan tunjangan keluarga.'tunjangan pangan dan tunjang
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku. d

KETIGA :  Apabila dikernudian hari ternyzta terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitun_g:a‘
kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT ¢ Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sébagaimana mestinya.

]
< DISEAPKAD T e eer s
padatanggal ...

TEMBUSAN Keputusan ini disarpaikan dengan hormat kepada '

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara )

2. i, i

3. Kepala KPEKNdi oo e

4. Kepala Kantor Cahbang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSEROVPERUM ASABRIdi ..o

5. Pertinggat.

*) Coret yang tidak perlu,

**) Hanya diisi apabila Hakim tersebit menduduki Pimpinan pengadilan.

***) Tulislah pejabat yang dianggap periu.




tj' omor
Jampiran
§Perihal

dan Pangkat
a.n.

..............

oNTOH SURAT PENGANTAR USUL
FENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
&EPADA PRESIDEN UNTUK MENJADI
S0LONGAN RUANG W/c KEATAS

: Usul Kenaikan Jabatan

Hakim

Hakim di lingkungan

ANAK LAMPIRAN -}

Yth.

..................

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR o 31 TAHUN 2002
. TANGGAL : 25 Nopember 2002
Kepada

Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, usul kenaikan jabatan dan pangkat
sebagaimana tersebut di bawah ini:

JABATAN/PANGKAT/
GOLONGAN RUANG
NI
NO NAMA P A AR KEDUDUKAN
(TMT) (TMT)
1 2 3 4 5 6

Tembusan Yih :

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

o

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002,
yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan
kenaikan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

2. Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.




CONTOH USUL ANAK LAMPIRAN 1] KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KENAIKAN JABATAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN PANGKAT NOMOR  : 31 TAHUN 2002
KEPADA PRESIDEN TANGGAL : 25 Nopember 2002

USUL KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT UNTUK GOLONGAN RUANG IVic KE ATAS
NOMOR : e 1)
DERPARTEMEN : ............... 2) }
NO HAKIM YANG DIUSULKAN .
1. Nama _
2. NIP
3. Tempat, tangaal 1afir %
a.  Kelua/Wakil Ketua ™) Penqadilan ......... b}
L b. Jabatan
4, A ¢. Pangkat/golongan ruang e e
M d. Terhitung mulaitanggal | e o e e <) I
A e _Masa kerja golongan, e e e e e o e - 10 %
. Gzji pokok e i e - 14
g. UnitKera .. R P, R - 12} |4
B a. Jabatan . e 13y L
A b. Pangkat/gaclongan ruang [ 14) |}
5 R c.  Terhitung mulai tanggal e 16) |
U | d._ Masa kerja golongan } s 16)
e, Gaji pokok [ 17
A
T a. Nama 18)
A N
[ :
A |b NIP 19) |-
N i
& c. Ketua/Wakil Ketua *)’ Pengadilan ..............-. | 200 |4
W
L d. Jabatan Pada Pengadilan ..........oo oo 21) [
A . B
N
G | e. Pangkat/golongan ruang 22) ’
S b4
U ¥
N {.  Terhitung mulai tanggal 23) 14
G it
1. Wilayah Pembayaran :
8. Alasan-alasan muiasi :f
Jakara,
MENTERI
........................................................................ 28)
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]

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara

—— bt

T e o T s R T T T T AT
e e e R M T R0 B R AT T e

SESAE

[ I

29)

Nomor 30)

Jakarta, 31)

Kepala Badan Kepegawaian Negara 32)

Boret yang tidak perlu.
{}Ya diisi apabila Hakim yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.
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PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I

No

|' : %&‘gﬁ &
1

No. _KODE

epértemen yang mengusulkan

1)

2 2) Tulislah nama Departemen yang mengusutkan

3 3) Tulislah nama lengkap Hakim yang bersangkutan dengan huruf balok/cetak

4 4) Tulislah Nomor Ideniitas Hakim yang bersangkutan

5 5) Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Hakim yang bersangkutan sesua
dengan SK pengangkatan pertama

5] 6) Tulislah kelas Pengaditan dari Hakim yang bersangkutan bekerja

7 7) Tulislah jabatan lama Hakim yang bersangkutan

8 8) Tulislah pangkat, golongan ruang lama Hakim yang bersangiutan

9 Q) Tulislah tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya jabatan dan pangkat lama .
Hakim yang bersangkutan :
Tulislah jumiah masa kerja golongan ruang dari jabatan dan pangkat lama yang

10 10) dthitung sampai tanggal mulai berlaku kenaikan jabatan dan pangkat vyang |
diusulkan *

11 11) Tulislah besarnya gaji poko]f?ﬁalarn jabatan dan pangkal lama sesuai dengan
masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalarr angka 9)

12 12) Tulistah Unit Kerja dari Fiakiim yang bersangkutan — T

13 13) Tulislah jabatan baru Fukif ying bersangkafan” T 7T T

14 14) Tulislah pangkat, golong_'c'{mli;;hg",'l_)a_ﬁ"ﬁ"ﬁﬁﬂimyziﬁl_u}::rsangkut;-Jl:
Tulislah tanggal, bulan dan tahon mulai berfakinya jabatan dan pangkat baru yang

15 15) .
diusutkan

16 16) Tulistah jumiah maii?ﬁ@rjh:" goib;‘{g;iﬁ'EI&T}EEW dan pangkal bard yang dihitung
sampai tanggal mulai berlaky kenaikan jabalan dan pangkat yang diusulkan

4= 17) Tulisiah besarnya gaji pokok "c'f:fﬂ:nn jabalan dan pangkat baru sesuai dengan masa
kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angha 14)

18 18) Tulislah naina atasan langsuny PNS yang bersangkutan T T

19 19) Tulislah nomor Identitas FHakin siasan langsung yang bersangkalan

20 20) Tulisteh Kelas Pengadias dari Alasan Langsung Hakim yaig bersangkutan,

21 21) Tutislah fabatan atasan iangsuing Hakim yang bersangkutan ~

29 22) Tulislah pangkal dan “golongan ruang Terakbir atasan tangsung Hakim yang |
bersangkutan

23 23) Tulislah tanggal. bulan dan lahun mulai berlakunya jabatan dan pangkat
sebagaimana dimaksud dalam angka 19)

24 24) Tulislah tempat witayah pembayaran gaji baru Hakim yang bersangkutan

25 25) Tulisleh alasan-alasan mutasi kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang
bersangkutan i
Khusus bagi usul KP anumerta, KP Pengabdian cacat datam dan karena dinas, [/
serta KP pengabdian karena meninggal dunia agar mencantumkan tanggal, bulan, |
dan tahun yang bersangkL’J‘/jfgn dinyatakan tewas, cacat dalam dan karena dinas, |i.
dan meninggal dunia ' 1.

26 26) Tulislah tempat, tanggal, bulan dan lahun usul kenaikan jabatan dan pangkal {- |
Hakim yang bersangkutan L

27 27) Tulislah nama jabatan dan pangkat yang mengusulkan kenaikan jabatan dan
pangkat Hakim yang bersangkutan

28 28 dan 33) Tulislah nama dan NP Pejabat yang menandatangani usul kenaikan jabatan dan
pangkat Hakim yang bersangkutan dan dibubuhi stempel dinas

25 29 s/d 33 Diisi oleh Badan Kepegawaian Negara j

e g A

L

o

Df

Me

Me

Met
PE?f

KEC

KET
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ANAK LAMPIRAN |-k KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 31 TAHUN 2002
TANGGAL  : 25 Nopember 2002

:CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
PAN PANGKAT SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI ............
NOMOR ... i,
- MENTER! ..o ,
"Ei'Menimbang : bahwa Hakim yang namanya tersebut dalam Daltar Lampiran Kepuiusan ini, memenuhi syarat dan

dipandang cakap untuk dinaikkan jabatan dan pangkainya setingkat lebih tinggi;

" Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1598;

: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerirtah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002:

6. Kepuiusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan . )

- PERTAMA © Hakim yang namanya tersebut datam lajur 4, dinngkat dalam jabatan dan pangkal/golongan ruang sebagai
lersebut dalam lajur 15 dan 185, lerhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 17, kepadanya
diberikan gaji pokok sebagai tersebutl daliim lajur 20, dari daftar Jampiran keputusan ini, ditarbah dengan
penghasilan lainnya yang sah berdasarkan poraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : -Apabila dikemudian hari ternyala terdapat kekeliruan datam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
pénghitungan kembali sebagaimana mestinya.
KETIGA : Tembusan keputusan ini diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dan petikan

keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
padatanggal ......coovvevniieeninnnnn,

MENTERI ..................
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ANAK LAMPIRAN M KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 31 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 Nopember 2002

{OH PETIKAN KEPUTUSAN
JKAN JABATAN DAN PANGKAT

: mbang

gingat

j‘nperhatikan

netapkan
RTAMA

EDUA

ETIGA

|

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTER| ..o,
NOMOR ot eeee i ae
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

MENTERI......... ..., .

bahwa Hakim yang namanya tersebut datam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan
jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

1. Undang-undang Normor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Noemor 43 Tahun 1999:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
4. Peraturan Pemigrintah Nomor 92 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemenntah Nornor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;
Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ......o.cc..o...._... tanggal.......ccco venael
MEMUTUSKAN :
Hakim, Nomor urut
1. Nama
2. Tanggal [ahir
3.. NIP. :
4. Pendidikan ;
5. Ketua/Wakil Ketua *) : Pengadilan.................. **
6. Jabatanlama s Hakim oL
7. Pangkat lama/golongan
ruang/TMT
8. Unit kera
Terhitung mutai tanggal ..oocvvivnnianee, diangkat tzlam jabatan Hakim ......... pangkat/golongan ruang ............
dengan masa kerja golongan ............... lahun ... bulan, diberikan gajl pokok sebesar Rp .......... ditambah

dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apahila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan
kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkuian, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya. ;;
Ditetapkandi ..o
pada tanggal .......ocoviiiiin e

MENTER! ... e

Petikan sesuai dengan aslinya

1 Coret yang tidak periu.
*) Hanya diisi apabila Hakim yang bersangkutan menduduki Pirpinan Pengadilan.
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ANAK LAMPIRAN

I-m KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
TANGGAL

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN
JABATAN DAN PANGKAT PERORANGAN

: 31 TAHUN 2002
1 25 Nopember 2002

Menimbang bahwa Hakim yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaj
jabalan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi:
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 13874 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 jo. Peraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001; .
3. Peraturan Pemesintzh Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemeriniah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintab Nomor 41 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;
Memperhatikan Pertimbangan leknis Kepala Badan Kepegawaian Negasa Nomor .......oocoiivnens langgal.....ocoveiee cinins
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA Hakim lersebul dibawah ini
1. Nama .
2. Tanggal lahir
3. NIP.
4. Pendidikan :
5. Kelua/Wakil Ketua *)  Poengadiln . )
6. Jabatan lama CoHakinn .
7. Pangkatiama/golongan :
ruang/TMT = ;
8. Unit kerja : L1l
terhitung nwilai langgal ................ dinaikkan dalam jabatan Hakin., ........ pangkat/golongan ruang ......... deng |
masa kerja golongan ............... ahbun bulien, dan diberisaa gaji pokolk sebesar Bp oo dita .‘_ :
dengan penghasilan lain berdasarkan ketenluan peratican permdang-undangan yang bealako, :
KEDUA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghit i

KEPUTUSAN MENTERI ooocceviericiens
NOMOR : .

MENTERIT ... i

kembali sebagaimana meslinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepenlingar untuk diketahui dan dipergunakan sebagai""f
meslinya
TEMBUSAN  Keputusan ini disampaikan kepada :

Memen ...oooviiineennnn..

Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

Direktur Perbendaharagg dan Kas Negara

Kepala KPKN di ........ SN

OR LN

Ditetapkan di ...ooooviviiie
padatanggal .......coovviiininiiniiieenns

MENTERI ..ot

*} Coret yang tidak perlu.
**}Y Hanya diisi apabila Hakim yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.
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CONTOH  SURAT PERNYATAAN ANAK LAMPIRAN l-0 KEPUTUSAN KEPALA BADAN:

TIDAK PERNAH DIJATUH! HUKUMAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT NOMOR  :31 TAHUN 2002 :

DALAM 1 TAHUN TERAKHIR TANGGAL : 25 Nopember 20025

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP :

Ketua/Wakil Ketua *) 1 Pengadilan .............. *)
Jabatan :

Pangkat/golongan ruang

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Hakim,

Nama

NIP :

Ketua/Wakil Ketua *) :Pengadilan ..o, )
Jabatan cHakim .o
Pangkat/golongan ruang

Unit Kerja

atau berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpa._;_;.
jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yangE
mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut, A

an MENTERI oo -
P

b

*) coret yang tidak perslu
**) Hanya diisi apabila yang bersangkutan adalah Ketua/Wakil Ketua Pengaditan




:.pNTOH SURAT KETERANGAN , - ANAK LAMPIRAN I-p KEPUTUSAN KEPALA BADAN
ERJADINYA KECELAKAAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR  :31 TAHUN 2002
‘TANGGAL : 25 Nopember 2002

SURAT KETERANGAN TERJADINYA KECELAKAAN

Nomor: ................

Yang bertanda tangan dibawah inj ;

“Nama

“NIP

-Pangkat
Golongan ruang
-Jabatan

ﬁ_éngan ini melaporkan dengan hormat bahwa Hakim :

“Nama

NIP. . : '

ngtua/ Wakil Ketua *) : Pengadilan ................. **}
abatan . Hakim

Pangkat X

Golongan ruang

Instansi

telah mengalami kecelakaan ................ ceeveiee.oo. dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya
pada : '

Hari
‘Tanggal
Jam -
Tempat

Adapun bukti-bukti sehubungan dengan kecelakaan, adalah sebagai berikut ;

Demilkianiah keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat
figunakan sebagaimana mestinya. . ‘

Pejabat yang membuat
surat keterangan terjadinya
kecelakaan

1 Coret yang tidak perlu. .
*) Hanya diisi apabila Hakim yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan,

LS



Menimbang

Mengingat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA |

o

e
—

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEWAIAN NEGARA
NOMOR : 31 TAHUN 2002
TANGGAL : 25 Nopember 2002 |

NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

'PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman'
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35
Tahun 1999, antara lain disebutkan bahwa hal-hal mengenai:
pangkat Hakim diatur dengan peraturan tersendiri; _
bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerinta
Norror 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah:
Nomor 12 Tahun 2002, antara lain disebutkan kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang.
pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden dlatur‘,
tersendiri dengan peraturan perundang-undangan; '
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b
serta untuk menjamin pembinaan karier jabatan dan kepangkatan*
Hakim, dipandang perlu mengatur kenaikan jabatan dan pangkatf 3
Hakim dengan Peraturan Pemerintah; g

Undang-undang Nomor 14¢ Tahun 1970 tentang  Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tah
1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951]
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 3879);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana tel




10.
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diubah delngan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan [Lembaran Negara
Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3327);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3400);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji
Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan
Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2001 (Lemba¥&n Negara Tahun 2001 Nomor 50);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil {(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4014);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan °
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah de,mgan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN
PANGKAT HAKIM.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jalam Peraturan Pémerintah ini yang dimaksud dengan :

. Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang
dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial).

Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan
Tingkat Banding di lingkungan Peradiiun Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

Pimpinan Pengadilan adalah Hakim yang diberi tugas tambahan
sebagal Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan lingkat jabatan
seorang Hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian.
Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada
Hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdiannya
terhadap Negara.

- Jabatan adalah jabatan Hakim di lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

Pejabat yang berwenang adalah pejabalt yang berwenang
menetapkan kenaikan pangkat Hakim sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

) Nama dan susunan jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan
Pemerintah ini.

) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim di Pengadilan
adalah sebagaimana tersebut dalam LarBiran 1l Peraturan
Pemerintah ini. .

) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pimpinan
Pengadilan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran i
Peraturan Pemerintah ini.

1-) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim setinggi-
tingginya adalah sama dengan jenjang jabatan, pangkat dan
golongan ruang Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.
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Pasal 3

(1) Hakim dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan apabila telah
menduduki jabatan dan pangkat paling kurang 1 (satu) tingkat di

bawah jenjang jabatan dan pangkat vang ditentukan untuk
Pimpinan Pengadilan.!”

(2) Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diangkat sebagai
Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama yang kelasnya setingkat

lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun
menduduki Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Pasal 4

Kenaikan Jjabatan dan pangkat Hakim ditetapkan pada tanggal 1 April
dan 1 Oktober setiap tahun.

Pasal 5

Masa kerja untuk kenaikan jabatan dan pangkat pertama dihitung sejak
pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status
sebagai calon Hakim.

BAB Ii
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Pertama
Kenaikan Jabatan dan Pangkat

Pasal 6

Kenaikan jabatan dan pangkat diberikan kepada Hakim yang
berprestasi kerja dan memenuhi syarat lainnya.

Pasal 7

(1) Hakim yang tidak menduduki Pimpinan Pengadilan dapat diberikan
kenaikan jabatan dan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi,
apabila :

a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan
pangkat terakhir; dan

b. setiap unsur penilaian ~prestasi kerja sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
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(2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang
ditentukan. '

Pasal 8

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya telah dalam

jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan

Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih

tinggi, apabila :

a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan
pangkat terakhir; dan

b setiap unsur penilaian prestasi kerja  sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. ‘

Pasal § -

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatn'ya'masih 1 (satu)
tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang'ditemukan
untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya
setingkat lebih tinggi, apabila :

a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;

b. sekurang-kurangnya telah 1 (salu) tahun menduduki Pimpinan
Pengadilan; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 10

Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1

(satu) tahun terakhir, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih

tinggi tanpa terikat pada jenjang jabatan dan panggat, apabila :

a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabata‘n dan
pangkat terakhir; dan

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.




e

(1)

(2)

(1)

Y

Pasal 11

Hakim yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi
Negara, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi
tanpa terikat dengan jenjang jabatan dan pangkat.

Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diberikan pada saat yang bersangkutan ;

a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir: dan

b. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata
bernilai baik.

Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dlmaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

Hakim yang telah menyelesaikan pendidikannya dan telah
memperoleh :

a. ljazah Magister (S2) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama
pangkat Penata Muda golongan ruang lli/a, dapat dinaikkan
jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Muda pangkat
Penata Muda Tingkat | golongan ruang I11/b;

b. ljazah Doktor (S3) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama
pangkat Penata Muda golongan ruang ill/a atau Hakim Pratama
Muda pangkat Penata Muda Tingkat | golongan ruang /b,
dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim
Pratama Madya pangkat Penata golongan ruang lll/c.

Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), dapat diberikan apabila :

a. ljazah yang diperoleh sesuai dengan bidang tugasnya sebagai
Hakim;

b. Sekurang-kurangnya teiah % (satu) tahun dalam jabatan dan
pangkat terakhir; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi. kerja sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
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BAB llI
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 17

(1) Presiden menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk
menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang [V/c sampai dengan Hakim Utama pangkat
Pembina Utama golongan ruang V/e.

(2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim
menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi
Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat | golongan
ruang Il/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina
Tingkat 1 golongan ruang [V/b.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendcle-
gasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat  lain di

lingkungannya untuk menetapkan kenaikan jabatan dan pangkatr

Hakim.

(4) Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim sehagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayal (3) ditetapkan setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya lebih rendah tidak
boleh membawahi Hakim yang menduduki jabatan dan pangkat {ebih

tinggi.
Pasal 19

Hakim vyang diberhentikan dari jabatan sebagai Hakim dan
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkatnya
diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal%%()

Hakim Pratama Utama pangkat Penéta Tingkat | golongan ruang HI/d
dan akan naik jabatan dan pangkat menjadi Hakim Madya Pratama
pangkat Pembina golongan ruang 1V/a, dibebaskan dari ujian dinas.
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Pasal 21

Pimpinan Pengadilan yang pada - saat berlakunya Peraturan
Pemerintah ini jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan
Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih
tinggi apabila : '

a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;

b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan
Pengadilan; dan

c. seliap unsur penilaian, prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilaj
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 22

Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan
pangkatnya "masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan
pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan,
tunjangan jabatannya dibayarkan sesuai dengan tingkat dan kelas
Pimpinan Pengadilan yang didudukinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini, diatur iebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka ketentuan
tentang kenaikan jabatan.dan pangkat Hakim yang bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran -i3
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWAT! SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 78
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LAMPIRAN |

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  :41 TAHUN 2002

TANGGAL : 9 JULl 2002

JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG HAKIM

1 | Hakim Utama Pembina Utama - Ve
2 | Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya V/d
: 3 | Hakim Madya Utama Pembina Utama Muda WVic
4 | Hakim Madya Muda Pembina Tingkat ] V/b

. 5 | Hakim Madya Pratama -Pembina iV/a

% 6 | Hakim Pratama Utama Penata Tingkat i /d

7 | Hakim Pratama Madya Penata /e

8 | Hakim Pratama Muda Penata Muda Tingkat | Hi/b

9 | Hakim Pratama Penata Muda I/a

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. '

A MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
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LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ;41 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 JULI 2002

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG HAKIM

Dl LINGKUNGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING

JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

TINGKAT T T — e
TERENDAH TERTINGGI
NO PENGADILAN
T it el
Jabatan ‘ Panghat | Rﬁgnl';g Jabatan Pangkatl Rﬁg{rﬁ;
1 Amlie b U R B . I R
1. | Pengadilan Tinggi Hakirn Madyn Pembing VIb Flakim Wama | Pembina Vie
Muda ! Tinghat 1 I Ulamn
2. | Pengaditan Kelas 1A/ | Hakim Pratoma @ Penala Pl Haokaoy Utama, Pemhing Wid
Kelas | TUN Utama gkt Mudia Ukiuma
r Mirdyar
i
2 Pengadilan Kelas 1B Hakim Pratama | Penata ITHA Hakim Madya | Pembina vic
Madya Utama Utama
Muda
4 | Pengadilan Kelas I Hakim Pratama | Penala
TUN Mada o | Hakim Madya | Pembina IVic
Ulama Ulama
Muda
5. Pengadilan Kelas il Hakim Pratama | Penata ilfa | Hakim Madya | Pembina Wib -
: Muda Muda Tingkat i
S S R
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

itd.
MEGAWAT! SOEKARNOPUTRI
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LAMPIRAN i
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
:41 TAHUN' 2002
;8 JULl 2002

NOMOR
TANGGAL

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG
PIMPINAN PENGADILAN

A&
JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG
PIMPINAN PENGADILAN
NO PiMPINAN
PENGADILAN TERENDAH TERTINGGI
Gay/ GOoL/
JABATAN PANGKAT RUANG JABATAN PANGKAT RUANG
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Ketua/Wakil Ketua Hakim Madya | Pembina Via Hakim Madya | Pembina IV/b
Pengadilan Kelas || Pratama Muda Tingkat |
2. | Ketua/Wakil Ketua . | Hakim Madya | pembina WVib Hakim Madya | Pembina Wic
Pengadilan Kelas IB/ | Muda Tingkat | Utama Utama
Kelas Il TUN Muda
3. | Ketua/Wakil Ketua Hakim Madya | pembina IV/ic | Hakim Utama | Pembina IV/d
Pengaditan Kelas 1A/ | Utama Utama . Muda Utama
Kelas 1 TUN Muda Madya
4| Ketua/Wakil Ketua Hakim Utama | Pembina IV/d | Hakim Utama | Pembina Vie
Pengadilan Tinggi/ Muda Utama Utama .
Pengadilan Tinggi Madya
TUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,‘

MEGAWAT! SOEKARNOPUTRI

ttd.




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG |
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

UMUM

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peraditan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara
berdasarkan atas hukum. Dalam rangka lebih menjamin kebebasan dan kemandirian
Hakim serta mencegah intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Hakim,
maka perlu diatur pembinaan karier Hakim secara tersendiri.

Pembinaan karier Hakim yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-
undangan adalah sesuai dengan amanat Pasal 32 Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketenluan Pokok Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang
menyebutkan bahwa pangkat, gaji, dan tunjangan Hakim diatur dengan peraturan
tersendiri. -

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 dan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002, yang antara lain menyebuikan bahwa kenaikan pangkat pilihan bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya
ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang
ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan dan diatur tersendiri dengan peraturan
perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
yang mengatur kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim pengadilan di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim
yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial). '

Dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain diatur jenjang jabatan, pangkat
dan golongan ruang Hakim dan Pimpinan Pengadilan, masa kenaikan jabatan dan
pangkat, jenis kenaikan jabatan dan pangkat, dan syarat-syarat untuk dapat
dipertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim.
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[l. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
P Sebelum dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I, maka
jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Kelas | dari yang terendah sampai dengan tertinggi
adalah Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang [ll/a sampai
dengan Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan
ruang 1V/d.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) .
Jenjang jabatan dan pangkat Hakim yang dipekerjakan sebagai Hakim
justisial di lingkungan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung adalgh
'jenjang jabatan dan pangkat dimana yang bersangkutan terakhir bertugas
sebagai Hakim. :
Pasal 3
Ayat (1)
: Cukup jelas
I Ayat (2)
l Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Pimpinan Pengadilan yang
= kelasnya setingkat lebih tinggi, misalnya dari Pimpinan Pengadilan
Negeri Kelas Il menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas | B atau dari
_ Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Pimpinan Pengadilan
N Negeri Kelas |A.
Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku bagi Wakil Ketua Pengadilan yang
' akan diangkat menjadi Ketua Pengadilan dalam kelas yang sama.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
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Pasal 6
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat lainnya misalnya adalah telah

memenuhi jangka waktu menduduki jabatan dan pangkat tertentu.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) ‘
Hakim hanya dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat sampai
dengan batas jenjang jabatan dan pangkat tertinggi di lingkungan
pengadilan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Hakim tersebut
tidak boleh melampaui jabatan dan pangkat Pimpinan Pengadilan yang
bersangkutan. i

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan prestasi kerja luar biasa baiknya
adalah prestasi kerja yang sangat menocnjol yang secara nyata diakui dalam
lingkungan kerjanya, sehingga Hakim yang bersangkutan sccara nyata menjadi
teladan bagi Hakim lainnya.

Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk surat keputusan
yang ditandatangani oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan %4
karier Hakim setelgh berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung. S
Penetapan tersebut tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat e |
lain. Dalam surat keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan L
wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu. Untuk membantu pejabat tersebut
dalam menilai prestasi kerja luar biasa, dibentuk suatu tim yang terdiri dari para
pejabat dalam lingkungan masing-masing yang dipandang cakap dan ahli
dalam bidang yang dinilai. '

Pasal 11
Ayat (1)
~ Untuk memacu pembangunan nasional di bidang hukum sangat
diperlukan adanya penemuan baru. Oleh sebab itu perlu diberikan
dorongan kepada Hakim untuk menemukan penemuan baru di bidang
hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam
penegakan hukum dan keaditan.




B SR

-

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1) :
: Yang dimaksud dengan memperoleh ijazah dalam ketentuan ini, termasuk
Hakim yang telah memiliki ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat
menjadi Calon Hakim/Hakim, atau ijazah yang diperoleh setelah yang
bersangkutan sudah berstatus sebagai Hakim, termasuk ijazah yang
diperoleh setelah selesai melaksanakan tugas belajar.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah :

a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan
dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia
dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat
jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan
tugas kewajibannya; atau

d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung-
jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Avyat (4)
Cukup jelas-

Ayat (b)
Cukup jelas

Ayat (G}
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jetas

Pasal 16
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :

a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjad
1} dalam dan karena menjalankan lugas kewajibannya;
2) daiam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga
kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya; atau

3) karena perbuatan anasir yang lidak bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. '

b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung
dari pelaksanaan tugas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim
adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk Hakim di
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan
Menteri Agama untuk Hakim di lingkungan Peradilan Agama.
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Ayat (3) _
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Pemberhentian dari jabatan Hakim tidak serta merta pemberhentian dari
statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, apabila Hakim hanya
diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim, maka ia tetap berkedudukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gaji serta pembinaan karier kenaikan
pangkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasat 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4215



